A

BUPATI

3ANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman
penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati
setiap tahun;

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

S.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8.Peraturan Bupati Bangka Nomor 29A Tahun 2014
tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2014 Nomor 37);

9.Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

w

Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.



6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan = pemberdayaan
masyarakat.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-
jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

10. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Suistanable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat SDGs
Desa adalah wupaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. untuk memberikan kepastian hukum dalam menyusun APB Desa Tahun
Anggaran 2023; dan

b. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai
dengan Potensi Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023,
meliputi :

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa
dan RKP Desa;



b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa; dan
d. teknis penyusunan APB Desa.

(2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto
SRI ELLY SAFITRI, SH

PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

SINKRONISASI KEBIUAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan
pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing
desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal,
efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local
wissdom.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa
memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan
pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas
pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dimaksud, meliputi :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

3. meningatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;

N

. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;

6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim; dan

7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan
transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023
diarahkan pada "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan
Sosial menuju Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan", dengan prioritas
Daerah diarahkan pada :

1. Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial dan Berkeadilan;
. Industri, Pertanian, UMKM, dan Pariwisata;
Reformasi Birokrasi;

Konektivitas Infrastruktur; dan

SEE AN

Bencana.



BAB II
PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa
Prinsip penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
urusan dan kewenangan desa;

2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan

3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

No. Kegiatan Alokasi waktu

1. | Penyusunan RKP Desa Mulai bulan Juni tahun berjalan

Paling akhir bulan
2. | Penetapan RKP Desa
September

3. | Penyusunan Rancangan APB Desa Mulai bulan Oktober berjalan

Paling lambat 31
4. | Penetapan APB Desa .
Desember tahun berjalan

Laporan Pelaksanaan APB Desa Paling lambat minggu kedua bulan
Semester I Juli tahun anggaran berjalan

Dilaksanakan maksimal 1 kali
6. Perubahan RKPDesa dalam satu tahun anggaran
Kecuali dalam keadaan luar biasa

Dilaksanakan maksimal 1 kali
7. Perubahan APB Desa dalam satu tahun anggaran
Kecuali dalam keadaan luar biasa

Laporan realisasi
8. pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan

4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa dapat melalui Infografis,
Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;

5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

BAB III
KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan
APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

A. Persentase Belanja APB Desa

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan
ketentuan :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (termasuk belanja operasional dan insentif Rukun Tetangga
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pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk :

1) penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa;

2) tunjangan kedudukan dan operasional Badan Permusyawaratan
Desa; dan

3) tunjangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

2. Bantuan Keuangan (baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintahan Kabupaten) yang bersifat khusus dikelola dalam APB
Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan Belanja Desa
paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga
puluh persen).

3. Dana Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ditentukan
penggunaannya, diantaranya untuk :

a.
b.

Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen);

Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa
paling banyak 25% (dua puluh lima persen);

Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat
Karya Tunai.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa
1. SDGs Desa :

a.

R ]

Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan;
Desa ekonomi tumbuh merata;

Desa peduli kesehatan;

Desa peduli lingkungan;

Desa peduli pendidikan;

Desa ramah perempuan,;

Desa berjejaring; dan

. Desa tanggap budaya.

2. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa :

a.

pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan wusaha milik Desa/badan wusaha milik Desa bersama,
mencakup :

1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama;

2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama; dan

3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

a) pengelolaan hutan Desa;
b) pengelolaan hutan adat;
c) pengelolaan air minum,;

d) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau
peternakan;
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4)

e) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan,
penggaraman, perebusan dan lain-lain);

f) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
g) Pengelolaan sampah.

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan,
dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi :

1)

2)

3)

4)

bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan
yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;

bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;

bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa
dan/atau perdesaan;

pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan
sosial;

pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma
agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;

pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan; dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha
ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha
milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pengembangan Desa wisata meliputi :

1)

2)

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok
wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;

promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan
berbasis digital;

pelatihan pengelolaan Desa wisata;
pengembangan investasi desa wisata
pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan

pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa, meliputi :

a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan
perkembangan desa melalui indeks desa membangun:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
pendataan pada tingkat rukun tetangga;

pendataan pada tingkat keluarga;

pendataan warga pekerja migran;

pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;

pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan
adat;
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7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan
komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data
SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks
desa membangun meliputi :

a) tower untuk jaringan internet;
b) komputer;

c) smartphone; dan

d) langganan internet.

8) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani :

1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan :

a) pengadaan bibit atau benih;
b) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;

c) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan, dan/atau perikanan,;

d) pengembangan pakan ternak alternatif;

e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan, dan/atau perikanan terpadu;

f) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;

g) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;

h) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha
tani;

i) pembangunan kolam;

j) pembangunan kandang komunal,

k) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan; dan

]) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan
desa.

2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa :
a) Pembangunan lumbung pangan Desa;

b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung
lumbung pangan desa antaraan lain akses jalan, tembok
penahan tanah, jaringan air;

c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
3) Pengolahan pasca panen :

a) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
dan

b) pelatihan pengelolaan hasil panen.

4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari,
hidroponik, atau bioponik;

5) pengembangan  jaringan pemasaran produk pertanian,
perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;

6) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan
usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati



dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada
penguatan/penyertaan modal; dan

7) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa :

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan
stunting melalui :

1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;

2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan
makanan pendamping air susu ibu;

3) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang,
dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia
di bawah 5 (lima) tahun;

4) pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi)
sebagai media deteksi dini stunting;

5) penyediaan air bersih dan sanitasi;

6) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;

7) pendidikan tentang pengasuhan anak;

8) upaya pencegahan perkawinan dini;

9) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa
untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka

penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil,
balita dan anak sekolah;

10) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader
posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;

11) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader
posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan
Desa; dan

12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa :

1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan
masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan
lainnya;

2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku,
peralatan belajar dan wahana permainan;

3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;

4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;

5) bantuan insentif pengajar pendidikan anak wusia dini/taman
kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan
pusat kegiatan belajar masyarakat;

06) bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan
desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan
taman belajar keagamaan; dan



7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa :

1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan
yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat
adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan
kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga
lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat
kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan
kelompok rentan lainnya;

3) pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan
yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat
adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

4) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk
kesalehan sosial di Desa;

5) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan
khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan
sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
bersifat afirmatif;

0) pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang
pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan
anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan

7) kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
1) optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :

a) sosialisasi dam promosi kebijakan pelaksanaan program
jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan
edukasi;

b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
dan

c) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan
nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:

a) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan
konsumsi gizi seimbang;

b) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit
seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus,
gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan
penyakit lainnya;

c) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit
menular;



3)

4)

S)

d) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit
menular;

e) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
dan

f) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika :

a) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan
narkotika;

b) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;

c) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika;

d) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika;

e) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba;

f) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan
narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster,
atau brosur/leaflet; dan

g) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa

pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :

a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos
pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat,
bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki
akses layanan kesehatan; dan

c) insentif untuk kader kesehatan masyarakat.

kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

. Dana operasional Pemerintah Desa Dana operasional Pemerintah
Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial
masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan
setiap bulan.

1)

biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau
kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik
sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan



3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang
berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan,
penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian
apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu
tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b.

. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui :

1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan
sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan
difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah;

2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro
kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan
penyediaan akses pekerjaan;

3) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya
Tunai Desa;

4) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan
akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain
membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos
kesehatan desa, pendidikan anak wusia dini, meningkatkan
konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan
Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;

5) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak
huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan
bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan,
perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.
Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk
warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan
kriteria :

a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan

d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem: Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat
dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan
pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin
ekstrem berdasarkan peraturan perundanglundangan yang berlaku.
Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah
sebagai berikut :

1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan
diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;

2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit
menahun /kronis; dan



3)

4)

keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
dan/atau

keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan
kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan
untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, meliputi :

1) Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan
bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya :

pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

alat pemadam api ringan di Desa;

pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
pembangunan jalan evakuasi;

penyediaan penunjuk jalur evakuasi;

kegiatan tanggap darurat bencana alam;

penyediaan tempat pengungsian;

pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam; dan

sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana
yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

Mitigasi dan penanganan bencana nonalam :

a)

bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau
virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat
Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria,
demam berdarah dengue, kolera, disentri;

bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak
seperti : penyakit menular mulut dan kuku, antraks;

bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi
rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi
rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal
modernisasi seperti gagal pengeboran;

Desa Aman COVID Desa Aman COVID-19 adalah kondisi
kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-
19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan
dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci
tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang
berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman
COVID-19 antara lain :

1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa
yang telah ada;

2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan
penerapan secara ketat protokol kesehatan;

3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan
tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota
bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang
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diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah
Desa insidental,;

4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer);

5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang
sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau
ruang isolasi Desa;

8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan
melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan

9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

g) relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dengan struktur sebagai berikut :

1) ketua : kepala Desa
2) wakil : ketua badan permusyawaratan Desa
3) anggota

a) perangkat Desa;
b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c) kepala dusun atau yang setara;
d) ketua rukun warga;
e) ketua rukun tetangga;
f) pendamping lokal Desa;
g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h) pendamping Desa sehat;
i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
j) bidan Desa;
k) tokoh agama;
1) tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
p) kader pemberdayaan masyarakat desa.
4) mitra :
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) bintara pembina Desa; dan
c) pendamping Desa.
5) tugas relawan Desa aman COVID-19 :

a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi
kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan
protokol kesehatan;

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap,
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dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang
berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait
jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun
daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan

e) menyediakan alat kesehatan untuk  deteksi dini,
perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan
penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah
dan/atau ruang isolasi Desa; dan

g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon
rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71 Tahun 2021
tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa; dan

i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui
musyawarah Desa.

C. Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Keadaan
Mendesak

1.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi
kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;
c. berada di luar kendali Pemerintah Desa; dan
d. memerlukan penanganan segera.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya
penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat
kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar
masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin
yang mengalami kedaruratan.

Kriteria bencana alam antara lain : gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, dan
tanah longsor.

Kriteria bencana sosial antara lain : konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat, dan teror.
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7. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial antara lain :

a. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang
mekanisme tanggap darurat;

b. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar;

c. penyiapan lokasi penampungan dan tempat hunian sementara;

d. evakuasi korban bencana;

e. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

f. pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan

g. pelayanan kesehatan.

8. Kriteria keadaan darurat antara lain :

a. penyelesaian/pembangunan/rehabilitasi jalan rusak atau putus;

b. penyelesaian/pembangunan /rehabilitasi jembatan rusak atau putus;

c. penyelesaian/pembangunan/rehabilitasi gedung posyandu rusak
sedang/berat;

d. penyelesaian/pembangunan/rehabilitasi gedung Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) rusak sedang/berat; dan

e. penyelesaian/pembangunan/rehabilitasi penampungan air bersih
dan sanitasi.

9. Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat
antara lain :

a. jalan;
b. jembatan;
c. posyandu;
d. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
e. penampungan air bersih dan sanitasi.
10. Kriteria keadaan mendesak antara lain :
a. bencana kelaparan; dan
b. wabah penyakit.

11. Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan antara lain :
a. busung lapar; dan
b. gizi buruk.

12. Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pembelian/pengadaan
langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan kondisi pada
saat keadaan darurat.

BAB IV
TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA
A. RKP Desa

1. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit berisi

uraian :
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B.

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten
berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

berjalan.

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar Penyusunan dan penetapan APB Desa.

. RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

. Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibahas dan

disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Perencanaan APB Desa

1.

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa kepada Kepala Desa.

. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud

angka 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama.

. Penyampaian sebagaimana dimaksud angka 3 harus memberi waktu 3

(tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kepada BPD terhitung setelah
hari penyampaiannya untuk membahas secara internal terlebih dahulu
sebelum mengundang Kepala Desa beserta perangkatnya guna
membahas bersama Rancangan tersebut.

. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama

sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat bulan Oktober
tahun berjalan.

. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati

bersama sebagaimana dimaksud angka 5 disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk tercapainya
keserasian antara kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan
Pemerintah /Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi, keserasian
antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk
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meneliti sejauh mana APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Desa yang
lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan.

8. Raperdes tentang APB Desa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

9. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya Rincian
(RAB Rincian) berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan.

10.RAB Rincian sebagaimana dimaksud pada angka 9 dijadikan acuan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa pada
tahun berjalan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling
lama 7 (tujuh) hari sejak APB Desa ditetapkan.

C. Pagu Indikatif

1. Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang
bersumber dari APBD Provinsi.

2. Bupati menginformasikan rencana Dana Desa yang bersumber dari
APBN, ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten untuk
Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

3. Gubernur dan Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan angka 2 kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta
plafon anggaran sementara (KUA & PPAS) disepakati kepala daerah
bersama DPRD.

4. Informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka
1 dan angka 2 menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

F. Tim Penyusunan APB Desa
1. Kepala Desa merupakan Penanggungjawab kegiatan.
2. Sekretaris Desa bertindak selaku Ketua Tim.
3. Tugas Tim Penyusunan APB Desa :

a) menyusun Raperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan
RPJMDesa dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;

b) menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa sesuai dengan APB
Desa dan perubahan APB Desa;

c) menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d) mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran;

e) mengajukan rancangan APB Desa kepada Kepala Desa untuk
disetujui dan dibahas bersama dengan BPD.

4. Susunan Tim Penyusunan APB Desa, terdiri dari :
a) Penanggung jawab;
b) Ketua;
c) Sekretaris; dan
d) Anggota.

5. Jumlah keanggotaan Tim Penyusunan APB Desa ditentukan oleh
Pemerintah Desa masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan
ketersediaan dana.

G. Tim Pembahasan APB Desa di BPD
1. Ketua BPD membentuk Tim Pembahasan APB Desa di BPD.
2. Ketua BPD merupakan Penanggungjawab kegiatan.
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3.
4.

6.

Wakil Ketua BPD bertindak selaku Ketua Tim.
Tugas Tim Pembahasan APB Desa :

a. membahas dan menyepakati Raperdes APB Desa yang disampaikan
oleh Kepala Desa;

b. membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan RPJMDesa
dan RKPDesa hasil Musrenbang Desa;

c. membahas kesesuaian antara Raperdes APB Desa dengan ketentuan
Peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

d. mengundang Kepala Desa beserta Perangkat Desa untuk
musyawarah membahas rancangan APB Desa yang telah dibahas
terlebih dahulu oleh Tim sebagaimana dimaksud angka 1;

e. Dalam hal musyawarah bersama tidak menyepakati Raperdes APB
Desa yang dibahas sebagaimana dimaksud huruf d, maka Tim
Pembahasan APB Desa membuat catatan terkait hal-hal yang tidak
disepakati bersama Kepala Desa; dan

f. Hasil musyawarah bersama sebagaimana dimaksud huruf d dan atau
e disampaikan kepada Tim Evaluasi Kecamatan untuk dilakukan
pembinaan sesuai tugas fungsinya berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.

Susunan Tim, terdiri dari :

a. Penanggung jawab;

b. Ketua;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

Jumlah keanggotaan Tim Pembahasan APB Desa ditentukan oleh BPD
masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana.

H. Evaluasi Rancangan APB Desa dan Penetapan APB Desa oleh Camat

1.

2.

Pelaksanaan Evaluasi Rancangan APB Desa didelegasikan oleh Bupati
kepada Camat.

Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa :

a. Camat menetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa setiap tahunnya.

b. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
berjumlah gasal (ganjil), terdiri dari :

- Camat sebagai Ketua;
- Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris; dan

- Unsur Pemerintah Kecamatan (pejabat atau staf PNS/Non PNS
yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya) sebagai anggota.
c. Tim mempunyai tugas, meliputi :
- mengevaluasi pemenuhan syarat-syarat pengusulan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan

- mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

. Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Tahun Anggaran 2023 kepada Camat dalam bentuk file cetak (hard copy)
yang sudah dijilid dan file soft copy dengan dilengkapi :

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat; dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b. Berita Acara Kesepakatan antara Kades dan BPD yang telah dibubuhi
tandatangan dan stempel kedua belah pihak.

. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

mengevaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

. Tiap halaman Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

dievaluasi dibubuhkan paraf Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Camat menetapkan dan menandatangani hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dalam bentuk Keputusan atas nama
Bupati.

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan
yang didelegasikan dengan Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20

(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa.

. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa

tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa dan Kebijakan
Pemerintah /Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi, kepentingan
aparatur dan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau
Peraturan Desa yang lainnya yang ditetapkan oleh Desa yang
bersangkutan, maka APB Desa dikembalikan kepada Kepala Desa untuk
disempurnakan sesuai hasil evaluasi;

Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa.

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam angka
16 disampaikan kepada Camat dan Bupati cq. SKPD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan Desa.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD,
dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperdes tentang APB Desa menjadi
Perdes, Bupati Bangka membatalkan Perdes dimaksud dan sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka.

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan
Perdes dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes
dimaksud, dilakukan dengan Perdes tentang Pencabutan Perdes tentang
APB Desa.

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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I. Perubahan APB Desa

1.

Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja;

b.Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;

c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;

d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau

e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran.

. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata

cara penetapan APB Desa.

. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan

dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap
mempedomani RKP Desa.

. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan

Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan
selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan
mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa.

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

MULKAN
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